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PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Analisis

Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah

(UMKM) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Studi di Desa Marga

Baru Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas

Provinsi Sumatera Selatan)”, maka dapat disimpulkan sebagai

berikut:

1. Tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM di Desa Marga
Baru terhadap kewajiban sertifikasi halal masih tergolong
rendah. Hal tersebut terlihat dari belum dimilikinya
sertifikat halal oleh seluruh pelaku UMKM yang menjadi
informan penelitian. Berdasarkan indikator kesadaran
hukum menurut Soerjono Soekanto, pelaku usaha telah
memiliki sikap yang positif terhadap sertifikasi halal karena
menyadari manfaatnya bagi wusaha dan Kkepercayaan
konsumen. Akan tetapi, pengetahuan dan pemahaman
mengenai kewajiban sertifikasi halal masih belum memadai
sehingga belum diwujudkan dalam bentuk perilaku hukum
berupa pendaftaran sertifikasi halal. Dengan demikian,
masih terdapat kesenjangan antara sikap hukum dengan
perilaku hukum para pelaku UMKM.

2. Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya kesadaran

hukum pelaku UMKM antara lain kurangnya sosialisasi dan
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pendampingan dari instansi terkait, minimnya pemahaman
mengenai prosedur sertifikasi halal, serta anggapan bahwa
produk yang menggunakan bahan halal tidak perlu
memiliki  sertifikat  halal. = Faktor-faktor  tersebut
menunjukkan bahwa rendahnya kepemilikan sertifikat halal
lebih disebabkan oleh keterbatasan informasi dan edukasi
daripada adanya penolakan terhadap ketentuan hukum.

3. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, perilaku pelaku
UMKM  yang belum memiliki sertifikasi halal belum
sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, perlindungan
konsumen, dan maslahah karena belum memberikan
jaminan kehalalan produk secara resmi. Namun, dari prinsip
kejujuran, para pelaku usaha telah bersikap terbuka dengan
tidak mengklaim produknya telah bersertifikat halal. Oleh
karena itu, sertifikasi halal menjadi bentuk tanggung jawab
pelaku usaha dalam memberikan kepastian hukum kepada
konsumen sekaligus mewujudkan nilai-nilai Hukum

Ekonomi Syariah.

B. Saran
Berdasarkan  Hasil Penelitian Mengenai  “Analisis
Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah
(UMKM) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Studi di Desa Marga

Baru Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas
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Provinsi Sumatera Selatan)”, berikut beberapa saran yang

dapat diberikan:

1. Bagi UMKM, hendaknya meningkatkan pengetahuan dan
kesadaran hukum mengenai kewajiban sertifikasi halal serta
segera mengajukan sertifikasi halal bagi produk yang
dipasarkan. Kepemilikan sertifikat halal tidak hanya
merupakan  bentuk kepatuhan terhadap peraturan
perundang-undangan, tetapi juga menjadi upaya
meningkatkan kepercayaan konsumen, daya saing produk,
dan tanggung jawab terhadap perlindungan konsumen
Muslim.

2. Bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, BPJPH, Kementerian
Agama, serta pendamping Proses Produk Halal (P3H),
diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi, edukasi, serta
pendampingan secara berkelanjutan kepada pelaku UMKM,
khususnya di wilayah pedesaan. Selain itu, perlu dilakukan
penyebarluasan informasi mengenai mekanisme sertifikasi
halal, serta kemudahan proses pengajuan sertifikasi agar
pelaku usaha tidak lagi menganggap sertifikasi halal sebagai
proses yang sulit.

3. Bagi konsumen, diharapkan lebih meningkatkan kesadaran
untuk memilih produk yang telah memiliki sertifikat halal
sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan konsumen
sekaligus mendorong pelaku UMKM agar semakin
memperhatikan aspek legalitas dan jaminan kehalalan

produk yang dipasarkan.
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4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan
penelitian ini dengan cakupan wilayah yang lebih luas,
jumlah informan yang lebih banyak, atau menggunakan
pendekatan kuantitatif maupun mixed methods sehingga
dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif
mengenai tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM
terhadap kewajiban sertifikasi halal serta efektivitas
kebijakan pemerintah dalam implementasi Jaminan Produk

Halal.
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